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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala 

Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan 

Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Demikian Pengelolaan 

alokasi dana desa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa 

Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh 

aparat pemerintah Desa Kuala terlihat sudah berjalan, tetapi masih 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses 

perencanaan sehingga tidak terbentuknya keterbukaan aksesin formasi 

bagi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan di Desa Kuala. 

Sehingga kemampuan aparat Desa Kuala tidak mencerminkan 

akuntabilitas dalam  pengelolaanalokasi dana desa, tidak terlaksananya 

program berdasarkan keinginan masyarakat, minimnya dana yang 

tersedia. 

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan 

Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersifat transparan, 

aksesin formasi antara pemerintah dan masyarakat dan sebaliknya bersifa 

tterbuka. Namun dari sisi perencanaan partisipasi masyarakat masih 
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kurang, ketidak sesuaian persis berdasarkan aturan dengan kebutuhan 

yang ada dalam hal ini bidang pembangunan desa, mark up anggaran 

pengalokasian dana pada post lain untuk membiayai kegiatan 

operasional,  

3. Pada tahap pertanggungjawaban pelaporan dana desa, pemerintah desa 

Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 

Dalam hal ini bendahara Desa Kuala belummam pumengellolah 

keuangan. Hal ini ditandai dengan a. kurangnya SDM aparat desa dalam 

pengelolaan keuangaan. 

Adapun alur pengelolaan alokasi dana desa adalah: 

1. Desa 

- Lap. Real APB Desa SEMESTERAN 

- LPJ Real APB Desa TAHUNAN 

- Laporan KMD  

 

4. Selanjutnya Kemampuan aparat Desa Kuala dalam pengelolaan alokasi 

dana desa dalam tahap pengawasan alokasi dana desa di desa Kuala 

Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara oleh aparat 

pemerintah Desa Kuala bahwa kurangnya pengawasan kepala desa yang 

mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

bendahara desa, juga kurangnya partisipasi kepala desa dalam 

mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja aparat Desa Kuala dalam 
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membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Selainitu, 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuala masih belum 

nampak bahkan cenderung masyarakat tidak peduli dengan adanya 

program tersebut. Hal ini terjadi karena kurang pahamnya masyarakat 

akan adanya program alokasi dana desa sehingga perlu adanya 

sosialisasi dan transparansi penggunaan dana alokasi dana desa dari 

aparat Desa Kuala.  

 

5.2 Saran 

 Ada beberapa saran pokok dari peneliti untuk lebih meningkatkan 

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Kuala 

Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu sebagai 

berikut : 

1. Harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat 

serta tokoh masyarakat yang ada di desa dalam membuat perencanaan 

pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan 

keinginan masyarakat.  

2. Berdasarkan Aparat Desa Kuala hendaknya lebih meningkatkan 

kemampuan dalam pengelolaan alokasi dana desa baik dukungan berupa 

bimbingan teknis administrasi untuk menunjang kemapuanteknis 

(mengoperasikan komputer) agar mempercepat pembuatan persyarataan 

pencairan alokasi dana desa, maupun kemampuan memahami petunjuk 
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peraturan undang-undang yang mendukung aparatur desa dalam 

pengelolaan alokasi dana desa untuk pengawasan dan pengendalian. 

3. Demikian Aparat Desa Kuala hendaknya lebih meningkatkan kemampuan 

sumberdaya manusia maupun keterampilannya dimasing-masing bidang 

dalam hal pertanggungjawaban alokasi dana desa kepada masyarakat. 

Dan aparat pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam hal 

pertanggunjawaban anggaran alokasi dana desa kepada masyarakat 

desa karena masyarakat desa juga mempunyai hak untuk mengetahui 

anggaran alokasi dana desa tersebut. 

4. Pemerintah kecamatan dan kabupaten hendaknya lebih mengoptimalkan 

dalam melakukan kegiatan atau pelatihan keterampilan bagi aparat Desa 

Kuala dengan maksud agar supaya dari hasil pelatihan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan aparat 

Desa Kuala dalam berbagai aspek khususnya dalam pengelolaan alokasi 

dana  desa yang menjadi tugas dan fungsinya, dan adanya 

kesadaran/kemauan dari aparat Desa Kuala untuk ikut serta dalam 

peningkatan kompetensi dalam hal mempertanggungjawabkan tugasnya. 

Serta semakin menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat 

untuk ikut serta dan berperan aktif dalam melakukan pengelolaan alokasi 

dana desa oleh pemerintah desa Kuala Kecamatan Kaidipang Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara.   
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